
MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR N EGARA

DAN RBFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 2OT4

TENTANG

JABA]'AN FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme
Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas di
bidang analisis keuangan pusat dan daerah dan untuk
meningkatkan kinerja organisasi perlu ditetapkan
jabatan fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimb angan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan
Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2OO3 Nomor
47 , Tambahan Lembar Negara Nomor 42861;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2OO4

Nomor 5, Tambahan Lembar Negara Nomor a355);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OI4 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5a9fl;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Mengingat

5. Peraturan ...
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5.

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang
Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai
Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2797);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lenrbaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1994 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 4Q Tahun 2010 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 512 l);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembararl Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor L94, Tanibahan
Lembaran Negara Republik Inrlonesia Nomor 40 15),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor I22, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Repubtik Indclnesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan

Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4016),

sebagaimana telah dua kali diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OL3 Nomor 188, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang

Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4OI7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor L2 Tahun 2OOZ (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OOZ Nomor 32, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a193);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO

Nosror 198, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a019);

7.

8.

9.

1 1 . Peraturan .. .
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I 1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)
sebagaimana telah diubah dengan Peraruran
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor L6a\

12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 20 10 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara' Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor I2L,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5258);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2L Tahun 2OI4 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai
Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 58);

15. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2OOg tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 13

Nomor 125);

16. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun ?OLO tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara

serta Susunan Organisasi, T\rgas, Dan Fungsi Eselon I

Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56

Tahun 2OL3 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OI3 Nomor 126l;

17. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun L999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 97 Tahun 2OL2 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH.

Menetapkan

BAB I ...
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya disingkat pNS

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi
syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara
tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki j abatan pemerintahan.

2. Jabatan Fungsional adalah sekelornpok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
ketErampilan tertentu.

3. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang
menduduki Jabatan Fungsional pada instansi
pemerintah.

4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang
mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan
pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah
sesuar dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.

5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang
mempunyai kewenangan melaksanakan proses
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
Pegawai AsN sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga
pemerintah nonkernenterian, kesekretariatan lembaga
negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktr-rral.

7 . Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan
perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi
sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan
ralqyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis
daerah.

8. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Rrsat dan Daerah
adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang
lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk
melaksanakan analisis keuangan pusat dan daerah
dalam lingkungan instansi h.rsat dan Daerah.

9. Analis ...
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9. Analis Keuangan pusat dan Daerah adalah pegawai
Negeri sipil yang diberikan tugas, tanggungjawab, dan
wewenang untuk melaksanakan analisis keuangan
pusat dan daerah dalam lingkungan instansi pusat dan
Daerah.

l0.Analisis Keuangan pusat dan Daerah adalah kegiatan
analisis di bidarrg keuangan pemerintah pusat dan
Daerah.

1 1. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKp
adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai
oleh seorang PNS.

12. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap, atau
tindakan yang dilakukan oleh pNS arau tidak
melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

l3.Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka
kredit minimal yang harus dicapai oleh Analis Keuangan
hrsat dan Daerah sebagai salah satu syarat kenaikan
pangkat dan/ atau jabatan.

14. uraian Tugas adalah suatu paparan semua tugas
jabatan yang merupakan tugas pokok pemangku
jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil
kerja dengan menggunakan perangkat kerja dalam
kondisi tertentu.

15. Tim Penilai Kinerja Instansi adalah tim yang dibentuk
oleh Pejabat yang Berwenang dan ditetapkan oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian hrsat/ Daerah yang
ber[ugas menjamin objektivitas penilaian oleh pejabat
penilai kinerja dan memberikan pertimbangan terhadap
usulan kenaikan pangkat danlatau jabatan Analis
Keuangan Pusat dan Daerah.

16. Nilai Kinerja adajah nilai prestasi kerja sebaga rmar;a
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II
RUMPUN JABATAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional Analis Keuangan h:sat dan Daerah
termasuk dalam rumpun akuntan dan anggaran.

Bagian ...
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Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

( 1) Analis Keuangan Pusat dan Daerah berkedudukan
sebagai pejabat fungsional di bidang analisis keuangan
pusat dan daerah pada instansi pusat dan daerah

(21 Analis Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier.

BAB III
INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 4

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Kettangan

Pusat dan Daerah adalah Kementerian Keuangan.

Pasal 5

(1) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

antara lain mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan jabatan

fungsional Analis Keuangan R-rsat dan Daerah;

b. menyusun pedoman formasi jabatan fungsional
Analis Keuangan Pusat dan Daerah;

c. menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional

Analis Keuangan Pusat dan Daerah;

d. mensosialisasikan jabatan fungsional Analis

Keuangan Pusat dan Daerah;

e. menyusun kurikulum pelatihan fungsional dan

teknis fungsional Analis Keuangan Pusat dan

Daerah;

f. menyelenggarakan pelatihan fungsional dan teknis

Analis Keuangan Pusat dan Daerah;

g. melakukan uji kompetensi terhadap Analis

Keuangan Pusat dan Daerah untuk kenaikan
jenjang jabatan ahli madya dan ahli utama;

h. mengembangkan sistem informasi jabatan

fungsional Analis Keuangan Fusat dan Daerah;

i. menJrusun...
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i. menyusun standar kualitas hasil kerja pejabat

fungsional;
j. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Analis

Keuangan Pusat dan Daerah;

k. memfasilitasi penyusunan etika profesi dan kode

etik Analis Keuangan Pusat dan Daerah;

1. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada

Tim Penilai jabatan fungsional Analis Keuangan

Pusat dan Daerah; dan

m. melakukan tnonitoring dan evaluasi dalam rangka

penjaminan kualitas jabatan fungsional Analis

Keuangan Putsat dan Daerah.

(2) Instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas

pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan jabatan

fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah secara

berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan

pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Relormasi Birokrasi dengan tembusan

Kepala Badan KePegawaian Negara'

BAB IV

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah

merupakan Jabatan Fungsional Keahlian'

Jenjang Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari

jenjang terendah sampai jenjang tertinggi terdiri atas:

a, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama;

b. Analis Keuangan Fusat dan Daerah Ahli Muda;

g. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya; dan

d. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Utama'

(3) Jenjang pangkat dan golongan ruang Analis Keuangan

hrsat dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)'

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

BAB V ...
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BAB V
TUGAS POKOK, HASIL KERJA DAN URAIAN TUGAS
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEUAI'IGAN PUSAT

DAN DAERAH

Pasal 7

(l) Analis Keuangan Pusat dan Daerah mempunyai tugas

pokok melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan
pusat dan daerah.

(2) Hasil kerja jabatan fungsional Analis Keuangan h.rsat

dan Daerah, meliputi:

a. laporan identifikasi dan inventarisasi data terkait
Pendapatan Asli Daerah (PAD);

b. laporan pengolahan dan analisis data terkait
Pendapatan Asli Daerah (PAD);

c. laporan rekomendasi terkait Pendapatan Asli

Daerah (PAD);

d. laporan monitoring dan evaluasi terkait
PendaPatan Asli Daerah (PAD);

e. Iaporan identifikasi dan inventarisasi data terkait

Belanja Daerah;

f. laporan pengolahan dan analisis data terkait
Belanja Daerah;

g. laporan rekomendasi terkait Belanja Daerah;

h. laporan monitoring dan evaluasi terkait Belanja

Daerah;

i. laporan identifikasi dan inventarisasi data terkait

Dana Perimbangan, Dana otonomi Khusus, Dana

Transfer Lainnya, Dana Keistimewaan dan Dana

Desa;

j. laporan pengolahan dan analisis data terkait Dana

Perimbangan, Dana otOnomi Khusus, Dana

Transfer Lainnya, Dana Keistimewaan dan Dana

Desa;

k. laporan rekomendasi terkait Dana Perimbangan,

Dana Otonomi Khusus, Dana Transfer Lainnya,

Dana Keistimewaan dan Dana Desa;

l. laporan monitoring dan evaluasi terkait Dana

Perimbangan, Dana Otonomi Khuslls' Dana

Transfer Letinnya, Dana Keistimewaan dan Dana

Desa;
m. laPoran ...
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m. laporan identifikasi dan inventarisasi data terkait
Pembiayaan Daerah;

n. laporan pengolahan dan analisis data terkait
Pembiayaan Daerah;

o. laporan rekomendasi terkait Pembiayaan Daerah;

p. laporan monitoring dan evaluasi terkait

Pembiayaan Daerah;

q. laporan identifikasi dan inventarisasi data terkait
Iaporan keuangan daerah;

r. laporan pengolahan dan analisis data terkait
Iaporan keuangan daerah;

s. laporan rekomendasi terkait laporan keuangan

daerah;

t. laporan monitoring dan evaluasi terkait laporan

keuangan daerah;

u. laporan identifikasi dan inventarisasi data terkait
rancangan APBD dan rancangan perubahan

APBD;

v. laporan pengolahan dan analisis data terkait

rancangan APBD dan rancangan perubahan

APBD;

w. laporan rekomendasi terkait rancangan APBD dan

rancangan Perubahan APBD;

x. laporan monitoring dan evaluasi terkait
rancangan APBD dan rancangan perubahan

APBD;

y. laporan identifikasi dan inventarisasi data terkait
dana dekonsentrasi;

z. laporan pengolahan dan analisis data terkait dana

dekonsentrasi;

aa. laporan rekomendasi terkait dana dekonsentrasi;

bb. Iaporan monitoring dan evaluasi terkait dana

dekon sentrasi;

cc. Iaporan identifikasi dan inventarisasi data terkait
dana tugas Pembantuan;

dd. laporan pengolahan dan analisis data terkait dana

tugas pembantuan;

ee. laporap rekomendasi terkait dana tugas
pembantuan;

ff. laporan monitoring dan evaluasi terkait dana

tugas pembantuan;

gg. laporan
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gg. laporan analisis kebutuhan pengembangan sistem

informasi keuangan daerah;

hh. laporan analisis permasalahan pengembangan

sistem informasi keuangan daerah;

ii. laporan analisis alternatif pengembangan sistem

informasi keuangan daerah sebagai solusi;

jj. laporan analisis penilaian terhadap alternatif
pengembangan sistem informasi keuangan daerah

yang dibuat oleh jenjang jabatan dibawahnya;

kk. Iaporan rekomendasi hasil analisis

pengembangan sistem informasi keuangan daerah

sesuai dengan hasil penilaian terhadap alternatif-

alternatif pengembangan sistem informasi

keuangan daerah;

ll. laporan penyusunan konsep pengembangart

sistem informasi keuangan;

mm. laporan penyajian informasi keuangan daerah;

nn. laporan pengumpulan (mengenali dan mencari)

informasi keuangan claerah yang bersifat internal

(institusional) ;

oo. laporan pengumpulan (mengenali dan mencari)

informasi keuangan daerah yang bersifat eksternal

(regional/ wilayah/ daerah, nasional, dan

internasional);

pp. laporan identifikasi informasi keuangan daerah;

qq. laporan verifikasi dan menspesifikasi informasi

keuangan daerah;

rr. laporan penggunaan metode untuk mengolah

informasi keuangan daerah, YanB bersifat

sederhana (I-2 metode);

ss. laporan penggunaan metode untuk mengolah

informasi keuangan daerah, Yang bersifat

kompleks (3 atau lebih metode);

tt. laporan pengolahan data dan informasi keuangan

daerah yang diperoleh dari penerapan metodologi

terpilih;

uu. laporan penyajian rekomendasi hasil pengolahan

data dan informasi keuangan daerah;

rw. laporan pengelolaan barang milik negara/daerah;

ww. laporan telaah standar analisa belanja;

xx. laporan telaah standar satuan harga;

yy. laPoran ...
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yy. Iaporan telaah tambahan penghasilan (tunjangan
dae rah ) ;

zz. laporan advokasi kebijakan berdasarkan hasil
analisis keuangan pusat dan daerah melalui
konsultasi, dialog dan diskusi dengan para

pemangku kePentingan;

aaa. laporan advokasi kebijakan berdasarkan hasil
analisis kcuangatr pusat dan daerah rnelalui
komunikasi dengan para pemangku kepentingan;

bbb. laporan penyusunan buku pegangan ltulisan
teknis terkait keuangan pusat dan daerah;

ccc. laporan penulisan makalah/ artikel terkait
keurangan pusat dan daerah;

ddd. laporan stlsialisasi terkait keuangan pusat dan

daerah; dan

eee. laporan pemberian bimbingan teknis terkait
keuangan Pusat dan daerah.

(3) Uraian kegiatan / tugas Analis Keuangan Fusat dan

Daerah, melipttti:

a. melakukan identifikasi dan inventarisasi data

terkait Perrclapatan Asli Daerah (PAD);

b. melakukan pengolahan dan analisis data terkait
PendaPatan Asli Daerah (PAD);

c. memberikap rekomendasi terkait Pendapatan Asli

Daerah (PAD);

d. melakukan monitoring dan evaluasi terkait
PendaPatertr Asli Daerah (PAD);

e. melakukan idcntifikasi dan inventarisasi data

terkait Bclanja Daerah;

f. melakukarr pengolahan dan analisis data terkait
Belanja Daerah;

g. membcrikan rekomendasi terkait Belanja Daerah;

h. melakukan monitoring dan evaluasi terkait
Belanja Daerah;

i. melakukan identifikasi dan inventarisasi data

terkait Dana Perimbangan, Dana otonomi
Khusus, Dana Transfer LainnYa, Dana

Keistimewaelll dan Dana Desa;

j. nrelakukan
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j. melakukan pengolahan dan analisis data terkait
Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana
Transfer Lainnya, Dana Keistimewaan dan Dana

Desa;

k. membcrikan rekomendasi terkait Dana

Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana

Translcr Lainnya, Dana Keistimewaan dan Dana

Desa;

l. melakukan mclnit<tring dan evaluasi terkait Dana

Perimbalngeln, Dana otonomi Khusus, Dana

Tratnsfcr Lzrinnya, Dana Keistimewaan dan Dana

Desa;

m. melakukatr identifikasi dan inventarisasi data

terkait PembiaYaan Daerah;

n. melakukan pengolahan dan analisis data terkait
Pem tri i'ryazr tr Dac- rah ;

o. mcntbcriktr rr rckrlmendasi terkait Pembiayaan

Dacrerh;

p. melakr,tkan monitoring dan evaluasi terkait

Pemt:ieryaelll Daerah;

q. meltrkukatr iden tifikasi dan inventarisasi data

terki.rit laporan keuangan daerah;

r. mclakukan pengolahan dan analisis data terkait
lapt>ran kcLlangan daerah;

s. memberikarn rekomendasi terkait laporan

keuangan daerah;

t. melarkurkan m<>nitoring dan evaluasi terkait
laporan kcuangall daerah;

u. melakukan identifikasi dan inventarisasi data

terkait rancangan APBD dan rancangan
perubahan APBD;

v. melakukan pengolahan dan analisis data terkait
rancangan APBD dan rancangan perubahan
APBD;

w. mcmbcrik:rn rekclmendasi terlcait rancangan APBD

dan rancangan pcrubahan APBD;

x. melakukan monitoring dan evaluasi terkait
rancangan APBD dan rancangan perubahan
APBD;

y. melarkukan iden tifikasi dan inventarisasi data
terkait dana dekonsentrasi;

z. melakukan
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z. melakr-rkan pengolahan dan analisis data terkait
dana dekonsentrasi;

aa. memberikan rekomendasi terkait dana
dekon se ntrasi;

bb. melakukan mclnitoring dan evaluasi terkait dana
dekclnscntrtt si;

cc. melakukatt identifikasi dan inventarisasi data
terkait dana tugas Pembantuan;

dd. melakukan pengolahan dan analisis data terkait
dana tugas Pembantuan;

ee. me mbcrikern rckomendasi terkait dana tugas
pembzr n tu at tr;

ff. melakurkau monitoring dan evaluasi terkait dana

tugas pembantuan;

gg. mepyiapkan bahan analisis kebutuhan
pengembangan sistem informasi keuangan
daerah;

hh. menganalisis permasalahan pengembangan sistem

informasi kcuangan daerah;

ii. melakukatr analisis alternatif pengembangan

sistem inlormasi keuangan daerah sebagai solusi;

jj. melakukatr analisis penilaian terhadap alternatif
pengcffIbangan sistem informasi keuangan daerah
yang dibuart oleh j.njang jabatan dibawahnya;

kk. memberikan rekomendasi hasil analisis
pengembangan sistem informasi keuangan daerah

sesuai dengan hasil penilaian terhadap alternatif-
alternatiI pengembangan sistem informasi
keuanga.n;

ll. menyusun kon sep pengembangan sistem
infcrrmasi keuangan;

mm. menyerjikan informasi keuangan daerah;

nn. mengLlmpulkan (mengenali dan mencari)
informasi keuangan daerah yang bersifat internal
(ins Litr-r sional) ;

oo. mg| ngLtmpLllkan (mengenali dan mencari)

informasi keuangan daerah yang bersifat eksternal
(regiorrnl/rn'ilaya6 f daerah, nasional, dan
Internarsiot'ral);

pp. mengiclcntil'ikasi infclrmasi keuangan daerah;

qq. memverifikasi
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qq. memvcrillka si dan menspesifikasi inlormasi
keuangan cleterah;

rr. menggunakarn rnetode untuk mengolah inlbrmasi
keuangarn claerah, yang bersifat sederhana (1 2

met odc):

sS. mcnggLtnakan mctcldc untuk mengolah inlormasi
kcuralngaln clacrah, yang bersifat kclmpleks (3 ertau

lebih mctt>clc);

tt. mengolerh clata dan infoi'masi keuangan daerah
yang cliperoleh dari penerapan metodologi terpilih;

uu. menyajikan rekomendasi hasil pengolaharr data
dan inl<lrmasi keuangan daerah;

w. melakukan telaah pengelolaan barang milik
negara / clacrah;

ww. melakukan telaah standar analisa belanja;

xx. melakukan telaah standar satuan harga;

)r1r. melakukan telaah tambahan penghasilan
(tunjangan dacrah);

zz. melakukan advokasi kebijakan berdasarkan hasil

analisis keuangan pusat dan daerah melalui

konsulLasi, dialog dan diskusi dengan para

pemangku kePentingan;

aaa. melakukan advokasi kebijakan berdasarkan hasil

analisis keuangan pusat dan daerah melalui
komupikasi dengan para pemangku kepentingan;

bbb. menyusun buku peganganltulisan teknis terkait
keuangan pusat dan daerah;

ccc. menulis nrarkalah/artikel terkait keuangan pusat

dan dacrah;

ddd. membcrikarn sosialisasi terkait keuangan pusat
dan da crah :

eee. memberikan bimbingan teknis terkait keuangan
pusat dan daerah

(4) Ttrgas tambahan Analis Keuangan Pusat dan Daerah,

meliputi:

a. membuart modul bahan ajar diklat analisis
keuangalt pusat dan daerah;

b. membuelt l<aryei tulis ilmiah di bidang analisis
keuangetn pusal clan daerah ;

c. membuart model kebijakan sebagai baharr diklat
anaiisis kcLl&Ilgltlt pusat dan daerah;

d. membuat
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d. membuat alat bantu diklat analisis keltangan
pusat dan daerah;

e. mengcmbarrgkan buku pedoman tentang analisis
keuangan pusat dan daerah;

f. menyusun / mengembangkan juklak/juknis di

bidang analisis keuangan pusat dan daerah; dan

g. melaksanatkan tugas lain yang berkaitan dengan

tugas pokok jabatannya.

(5) Komposisi untuk kcnaikan pangkat/jabatan Analis
Keuangan Pusat dan Daerah setingkat lebih tinggi

berasal clarri:

a. tugas pokok; dan/atau

b. tugas tambahan.

(6) Pejabat fungsional yang melaksanakan kegiatan tugas

tambahan dibcrikan nilai sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(7\ Pelaksanaan kcgiatarn Analis Keuangan Pusat dan

Daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
(4) untuk scLiap jenjang jabatan diatur lebih lanjut oleh

pimpinan instansi Pembina.

Pasal 8

(l) Pada awal tahun, setiap Analis Keuangan Fusat dan

Daerah wajib mcnyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.

(21 SKP Anerlis Keurangan Pusat dan Daerah disusun
berdasarkan pcnctapan kinerja unit kerja yang

bersangkutan,

(3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari

kegiatan scbagati turunan dari penetapan kinerja unit
dengan menclasarkau kepada tingkat kesulitan dan

syarat kompetcr rsi untuk masing-masing jenjang

jabatan.

(4) SKP yang Lclah clisusun sebagaimana dimaksucl pada

ayat (1) haruts disetujui dan ditetapkan oleh atasan

langsung.

BAB VI
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BAB VI
PENILAIAN KINER.]A ANALIS KEUANGAN PUSAT

DAN DAERAH

Pasal 9

(1) Angka krcdit kurmulatif untuk kenaikan pangkat dan
jabatan Analis Keuangan Pusat dan Daerah ditetapkan
berdasarkan hasil penilaian kinerja Analis Keuangan

Pusat dan Dacrah.

(2) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dikonversi ke dalam angka kredit kumulatif
sebagai bcrikut:

a. nitai kinerja sebessrr 91 ke atas atau dengan sebutan
sangat ba ik mendapatkarr angka kredit sebesar

15Oo/r, dari angka kredit yang harus dicapai setiap

tahun;

b. nilai kirrcrja sebesar 76 - 90 atau dengan sebutan
baik metrdarpa Lkan angka kredit sebesar I25"/,' dari
angka krc:dit .yarng harus dicapai setiap tahun;

c. nilai kir-rt:rja scbesar 61 - 75 atau dengan scbutan

curkup mcndatpatkan angka kredit sebesar 100% dari

angka krcdit .vang harus dicapai setiap tahun;

d. nilai kincr.ja scbesalr 51 - 60 atau dengan scbutan
kurang nrcr'tclapatkarn angka kredit sebesar 7 5"ro dari
angka l<rc:clit .r,,ang harus dicapai setiap [ahun;

e. Nilai kincrja sebesar 50 ke bawah atau ctengan

sebutatr burutl< me ndapatkan angka kredit sebesar

50% dari angka kredit yang harus dicapai setiap

tahun.

(3) Angka krcdit kumulatif untuk kenaikan pangkat dan
jabatan Anerlis Keuangan Pusat dan Daerah

sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4) Penilaia'n kincrjar Analis Keuangan Pusat dan Daerah
dilakukan sccura objektif, terukur, akun tabel,
partisipatif, dan Lransparan.

(5) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja,
pejabat furngsional Analis Keuangan Prrsat dan Daerah
wajib mend<>kunrentasikan hasil kerja yang diperoleh
sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.

Pasal ...
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Pasal 10

(1) Dalam rangka menjamin objektivitas dan keselarasan
hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai,
dibentuk tim penilai kinerja instansi.

(21 Tim penilai kinerja instansi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memiliki tugas:

a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang
dilakukan oleh para pejabat penilai;

b. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat
Pembina Kepegawaian dalam pengembangan PNS,

dan dijadikan sebagai persyaratan dalam
pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat,
pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan
promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan
pelatihan pejabat fungsional Analis Keuangan R:sat
dan Daerah;

(3) Tim Penilai Kinerja Instansi sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 terdiri atas pejabat yang berasal dari
unsur teknis yang membidangi Analis Keuangan hrsat
dan Daerah, Lrnsur kepegawaian, dan pejabat fungsional
Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

(4) Susunan keanggotaan Tim Penilai Kinerja Instansi
sebagai berikut:

a. seorang Ketua merangkap anggota;

b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan

c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota.

(5) Anggota Tim Penilai Kinerja Instansi sebagaimana
dimaksud pada ayat (41 huruf c, paling sedikit 2 (dua)

orang dari pejabat fungsional Analis Keuangan hlsat
dan Daerah.

(6) Anggota Tim Penilai Kinerja Instansi Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, paling
sedikit 1 (satu) orang dari unsur BKD
Provinsi / Kabupaten / Kota.

(71 Sekretaris Tim Penilai Kinerja Instansi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf b, harus berasal dari
unsur kepegawaian.

(8) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai Kinerja
Instansi, yaitu:

a. menduduki
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a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama
dengan jabatan /pangkat Analis Keuangan Pr.rsat dan
Daerah yang dinilai;

b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai
kinerja Analis Keuangan Pusat dan Daerah; dan

c. aktif melakukan penilaian.

(9) Apabila jumlah anggota Tim Penilai Kinerja Instansi
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat
dipenuhi dari Analis Keuangan h.rsat dan Daerah, maka
anggota Tim Penilai Kinerja Instansi dapat diangkat dari
Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi
untuk menilai kinerja Analis Keuangan Rrsat dan
Daerah.

Pasal I 1

Tata cara penilaian kinerja Analis Keuangan hrsat dan
Daerah dan tata kerja tim penilai kinerja instansi
ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB VII
KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu
Kenaikan Pangkat

Pasal 12

(1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat pejabat
fungsional Analis Keuangan hrsat dan Daerah
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(21 Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan formasi.

Bagian Kedua
Kenaikan Jabatan

Pasal 13

(1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan jabatan Analis
Keuangan h.rsat dan Daerah dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(2) Kenaikan
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(21

(3)

Kenaikan .jabartarn scbagaimana dimaksud pada at.vat (1)

dilakukan dcngell't lrlemperhatikan ketersediaan formasi.

Selain mcnlcrruhi syarert kinerja, Analis Keuangan Pusat
dan Daerarh _\/ang akan dinaikkan jabatannya sctingkat
lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

BAB VIII
PEN (}AN GKATAN DALAM JABATAN

Pasal L4

Pejabat yang rncmiliki kcwenangan mengangkat PNS dalam
jabatan Analis Keuarngan Pusat dan Daerah yaitu Pejabat

Pembina Kepegel\ /atian sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 15

(1) PNS yang di angkat untuk pertama kali dalam jabatan

Analis Keuangan Pusat dan Daerah harus memenuhi
syarat:

a. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-

M bidang ekonomi/keuangan lhukum/administrasi
atau biclang lain yang ditentukan oleh Instansi
Pembina:

b. pangkat parlirrg rcndah Penata
III / a;

c. telah mengikuti dan lulus
untuk Analis Keuangan Pusat

d. nilai kinerja paling kurang
1(satu) tahun terakhir.

Pengangkatan pcrtama sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalarh pcngangkatan untuk mengisi lou,ongan

formasi jabartarn furngsional Analis Keuangan Pusat dan

Daerah yang telah ditetapkan melalui pengadaan Calon

Pegawai Ncgcri Sipil.

Calon Pegau,a i Ncgcri Sipil sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) patlirru litma 1 (satu) tahun setelah diangkat
menjadi Pegirrvai Negeri Sipil harus diangkat clalam

Jabatan Fungsic>tral Auarlis Keuangan Pusat dan Daerah.

Muda, golongan ruang

pelatihan fungsional
dan Daerah; dan

bernilai baik dalam

(2)

(3)

(4) Ketentuan ...
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(4) Ketentuan mcngcnai pendidikan dan /atau pelertihan

fungsionzrl scbatgaimanat dimaksud pada ayat (1) huruf
c, diatur lebih larnjul- oleh Pimpinan lnstansi Pembina

Jabatan Fungsional Anerlis Keuangan Pusat dan Daerah.

Pasal 16

(1) Pengangkatatn Pcgawai Ncgeri Sipil dari jabatan lain ke

dalam jabatarn Analis Keuangan Fusat dan Daerah

dapat clipertimbangkan dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. tersedia lowongan formasi untuk jabatan Analis
Keuangan Pusett dan Daerah;

a. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-

IV) bidarng ckonomi/keuan gan lhukum / administrasi
atau bicttrng lain yang ditentukan oleh Instansi
Pembina;

b. pangkat- pi-rling rendah Penata Muda, golongan ruang
III I a;

c. telah rrrcr'lgilcuti dan lulus pelatihan fungsional
untuk Atrrtlis l{er-rangan Pusat dan Daerah;

d. mengikuti dan lulurs uji kompetensi;

e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di
bidang analisis keuangan pusat dan daerah paling

kurang 2 tahun;

f. nilai prcstasi kerja paling kurang bernilai baik dalam
2 (dua) tahun terakhir; dan

g. usia palirrg tirrggi 50 (lima puluh) tahun.

(21 Ketentuan lt:bih lanjut tentang pengangkatan Pegawai

Negeri Sipil clari jabatan lain ke dalam jabatan Analis
Keuangarr Plrsnt dan Daerah, diatur lebih lanjr-rt oleh

Instansi Pcm ltiut.r.

BAB IX
KOMPETENSI

Pasal 17

(1) PNS yang mcnduduki jabatarr fungsional Analis
Keuangan Pursart clarn Dacrah harus memenuhi standar
kompetensi st:suuii dcngan jenjang jabatan.

(2) Kompetcnst
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(21 Kompetensi Analis Keuangan Pr.rsat dan Daerah
meliputi:

a. kompetensi teknis, antara lain:

1. Kemampuan analisis keuangan, anggaran dan
belanja;

2, Kemampuan dalam melakukan identifikasi,
menginventarisasi, mengolah, dan menganalisis
data;

3. Kemampuan advokasi, dan mendiseminasikan
hasil analisis bidang keuangan pusat dan

daerah.

b. kompetensi sosial-kultural, antara lain :

1. mampu membangun komunikasi dengan
berbagai kelompok masyarakat, politik, swasta

dan pemangku kepentingan lainnYa;

2. mampu mensosialisasikan dan mempublikasikan
kebijakan organisasi dan pemerintah;

3. mampu mengedukasi dan mempengaruhi publik
terhadap penerapan peraturan pemndang-
undangan dan kebijakan; dan

4. mampu membangun rasa kebangsaan dan
nasionalisme masyarakat.

(3) Rincian standar kompetensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 bagi setiap jenjang jabatan dan
pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (3) diatur lebih lanjut oleh instansi
pembina.

BAB X
PENDIDIXEN DAN PELATIHAN

Pasal 18

(1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme,
Analis Keuangan Pusat dan Daerah harrs
diikutsertakan pendidikan dan latau pelatihan.

(2) Pendidikan danlatau Pelatihan yang diberikan bagi
Analis Keuangan hrsat dan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil
analisis kebutuhan diklat dan/atau pertimbangan dari
Tim Penilai Kinerja Instansi.

(3) Pendidikan
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2'2

Pendidikar rr da n / urta u Pelatihan yang diberikan bagi
Analis Kcurur-lgelll Pusat dan Daerah sebagaimana
dimaksucl piicla {ryat (1), antara lain dalam bentuk:

a. pendidikern ftrrmal;

b. pelatihan fungsional;

c. pelatiharr tcknis; dan

d. pengembangan kompetensi lainnya sesuai dengan
peratura n pcrundang-undangan.

Pendidikan formarl bagi Analis Keuangan Pusat dan
Daerah unturk j"njang pendidikan yang lebih tinggi
dapat ditcmpllh melalui pemberian tugas belajar.

Ketentuan nrc:ngcneti pendidikan dan /atau pclatihan
serta pedclmiur l)cnyusunan analisis kebutuhan diklat
jabatan fr-rngsiorrarl Analis Keuangan Pusat dan Daerah
sebagaimanit ctinraksud pada ayat (1) dan (2) lebih lanjut
ditetapkan olt:h instzrnsi pembina.

BAB XI
KEBUTUHAN PNS DALAM .JABATAN FUNGSIONAL ANALIS

DAERAHKEUAN('iAN PUSAT DAN

Pasal 19

Penetap€rn kcburtuhan PNS dalam jabatan fungsional
Analis Kelra ngirn Pusat dan Daerah dihitung
berdasarker n bc ban kerja yang ditentukan oleh

indikator, autatrtt lain:

a. jumlah objck PAD;

b. besaran Anggaran Transfer Daerah; dan

c. jumlah br:.sararn belanja daerah.

Pedoman pcnghitungan kebutuhan jabatan Analis
Keuangan Pursat dan Daerah diatur lebih lanjut oleh
instansi Pr:mbiner.

(4)

(s)

(1)

(2)

BAB XII
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BAB XII
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN DAN

PBNC}ANGKATAN KEMBALI

Bagian Kesatu
PemberhenLian Sementara Dari Jabatan

Pasal 20

Analis Keuarnge-r rr Pusnt dan Daerah diberhentikan
sementara dari -iar ber Ltrnnya, apabila:

a. diberhentikan scnlcntara sebagai Pegawai Negeri Sipil;

b. menjalani clrti cli luar Langgungan negara, kecuali untuk
persalinan allrak kccmpat dan seterusn.ya;

c. menjalani Lurgars lrclajtrr lebih dari 6 (enam) bulan; atau

d. ditugasktr rt sccirr€r penuh di luar jabatan Analis
Keuangatr Pttsat clattr Daerah.

Bagian Kedua
Pcngangkatan Kembali

Pasal 2 I

Pengangkartarrr kr:rnbali dalam jabatan fungsional Analis
Keuangan Pusat dan Daerah harus memperhatikan
ketersediaan beban kcrja sesuai jenjang jabatan.

Analis Keuangan Pusat dan Daerah yang diberhentikan
sementara sebargaimana dimaksud dalam Pasal 20

huruf a, dapat. diangkat kembali dalam jabatan Analis
Keuangan Pusat dan Daerah apabila berdasarkan
keputusan p(:r1gi:rclilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tc:tap dinyatakan tidak bersalah atau
dijatuhi pideura pe rcobaan.

Analis Keuan.qan Pusat dan Daerah yang diberhentikan
sementara st:bngaimana dimaksud dalam Pasal 20

huruf b, di,r1:at diangkat kembali ke dalam jabatan
Analis Kcuri-ln!{ar n Pusat dan Daerah apabila yang
bersangkutar n tclah selesai cuti di luar tanggungan
Negara.

(1)

(21

(3)

(4) Analis
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Analis Kctrungeut Pusat dan Daerah yang diberhcrrtikan
Sementara scl'litgatimana dimaksud dalam Persal 20

huruf c, htr rus cliangkat kembali ke dalam jabatan

Analis Keuangan Pusart dan Daerah setelah habis masa

tugas belaj a rrl.ytl

Analis Keuautflzut Pusat dan Daerah yang diberhentikan
sementara st'llirgaimana dimaksud dalam Peisal 20

huruf d, clalriit diangkert kembali ke dalam jabatan

Analis Ke uti r n gi I lt Pu sat dan Daerah apabilr'r yang

bersangktrti,r n d it urgaskan kembali ke unit kerjar yang

membidangr l<t:Lithanttn pangan.

Pengangkati,rn l<r::n-rbali dalam jabatan Analis Keuangan

Pusat dan l)acreih harus memenuhi syarat sebagai

berikut :

a. lulus uji l<otnpetensi pada jettjang jabatan terakhir
yang dimilikin.va;

b. usia paling tirrggi 55 (lima puluh lima) tahun bagi

jenjang jabatan Ahli Pertama dan Ahli Muda;

c. usia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun bagi

jenjang jalratarr Ahli Madya dan Ahli Utama'

(7\ Dikecualikan clari persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) utrtuk Analis Keuangan Pusat dan Daerah

yang diberht:nLil<attr se mentara sebagaimana dimaksud

dalam Pasarl 20 hr-truf c.

Pasal 22

Pemberhentian sctnentara dan pengangkatan kembali
jabatan Analis Kt:uangan Pusat dan Daerah sebagaimana

dimaksud dalanr Pasal 20 dan Pasal 2I ditetapkan oleh

Pejabat Pembinir Kcpegawaian sesuai dengan peraturan
perundang-un d ar n f{ar lt .

Pasal 23

Analis Keuanflu)r) Pusat dan Daerah dengan capaian

kinerja dibau,alr 50% dijatuhi hukuman disiplin sesuai

peraturan pe ru trd al'Ig-undangan.

Analis Kcuat nga n Ptrsat dan Daerah yang dryatuhi

hukuman clrsitrrlirr tingkat berat berupa pemindahan
dalam rangki,r pcllurLtnan jabatan, melaksanakan tugas

sesuai dengarr jcrrjang jabatan yang baru.

(s)

(6)

(1)

(2)

(3) Penilaian ...
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(3) Penilaian l<irrcr ja dalam masa hukuman disiplin
sebagaimu na cl i rrraksr-rd pada ayat (2), dinilai sesuai
dengan jabartrrrr .1,arng baru.

BAB XIII
PENYtrSU A I AN (/I[PASSI/VG) DALAM JABATAN

Pasal 24

(1) Pegawai Ncgc:ri Sipil yang pada saat ditetapkan
Peraturan Mcrrlcri ini yang memiliki pengalaman dan
menjalankan lugers di bidang analisis keuangan pusat
dan daerah bcrdasarkan keputusan pejabat yang
berrvenang clapat disesuaikan (di-inpassing/ ke clalam
jabatan [ungsionarl Arralis Keuangan Pusat dan Daerah
berdasarkarr Pc: r'a tura n Menteri ini.

(21 Pelaksanaan l)crlyesuaian (fnpassing) harus didasarkan
pada kebutr; harrr jabatan Analis Keuangan Pusat dan
Daerah.

(3) Pegawai Neg4rrri Sipil yang disesuaikan (di-inpassrng/
sebagaimana clirlaksud pada ayat (1), harus memenuhi
syarat scbagar i bcrikut:

a. berijazah lrirlirrg rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-

IV);

b. pangkat pirlirrg rendah Penata Muda, golongan ruang
III I a;

c. memiliki pcrrqatleurlan dalam pelaksanaan tr:gas di
bidang iulirlisis kcuangan pusat dan daerah paling
kurang 2 t;rlttttt;

d. mengikr-rti clrrn lurlus uji kompetensi di bidang
analisis kcurelngan pusat dan daerah;

e. nilai kincr_ja lraling kurang bernilai baik dalam I
(satu) terh r-rrr to rarkl'ir; dan

f. usia parling t irrggi:

l) 55 (limir ;rulurh lima) tahun untuk Analis
Keuangirn F)ursat dan Daerah Ahli Pertama dan
Ahli M lrr la, clan

21 57 (l i rr r i r pul u h tuj uh) tahun untuk Analis
Keuangiut l)usat dan Daerah Ahli Madya dan Ahli
Utarma.

(4) Tata
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(4) Tata cara pclr.lrllqurriarn (inpassing) dan pelaksanaan uji
kompetensi clerlam rangka inpassing diatur lebih lanjut
oleh Instansi [)crnbinar.

BAB XIV
KITTENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier,
Analis Keuangan Pursat dan Daerah dapat dipindahkan ke
dalam jabatan lainll.va sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Ketentuan pelaksiuli-reln Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negaru cla rr Rclbrmasi Birokrasi ini diaturr lebih
lanjut dalam pcl r-rrrjurl< tcknis yang ditetapkan oleh Instansi
Pembina bersamr,r clcrlgan Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 27

Peraturan Mcn tr: r-i ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2OL4

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AZWAR ABUBAKAR
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2OI4

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OT4 NOMOR 1805

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN PANRB



I,A.UPIRAI|
PERATURAIT MEI{TERI PEITDAYAGT'ITAAIT APARATT'R I|EGARA
DAT| RTFORUASI BIROKRASI
NOUOR {t (.*rru F 1rtr.t
TENTAITG JABATAI{ FT'NG,SIONAL ANALIS KEUAISGAI| PUSAT DAN DAERAII

AT{GKA KRTDIT KT'MI'LI\TIF I'ITTTIK ITEilAIISIIT PAilGKAT
JABATAII FI'NGSIONAL AilALIS KTUANGA"II PUSAT DAIT DATRAII

TUGAS FOKOK

JENJANG JABATAN/ GOIPNGAN RUAITG

AI{GKA KRTDIT KI'MT'LATIF

DAN

AIILI PERTA}T.A AITLI MUDA ATILI UADYA AHLI UTAUA
III/a ru/b llU c rn/d IrIla rvlb . rrrlc rvld tll le

Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan
pusat dan daerah 50 50 100 100 150 r50 150 200 200

JTIMLATI 50 50 100 100 150 150 150 2o,0 20()

JINULATI DIIMMAL PER TATTUN L2,5 12,5 25 25 37,5 37rS 37,5 50 50

Kepala'' ISWkasi dan Inforu:asi Pubtik,

\ee.\

dengan aslinya
PA}.IRB

RYATIvIAN

- !- j:'
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MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

nd.

AZWAR ABUBAIGR


